BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI DELI SERDANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pedapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Unc.lang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penml?angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614},

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dewan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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18.
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20.

21.

22,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten De];j
Serdang Tahun 2018 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor S Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten De}j
Serdang Tahun 2018 nomor S);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 02.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
: PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
meliputi : -
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas;
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah. -

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 3.573.056.389.618,75
b. Belanja Rp 3.601.407.369.876,00
Surplus/Defisit (Rp 28.350.980.257,25)

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp  123.208.970.968,37
- Pengeluaran Rp 11.500.000.000,00
Surplus/Defisit Rp 111.708.970.968,37
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Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut : o deng e

1) Selisih ~ angg an  realisasi  pendapatan .

i (Rp436.27 4.779.604,25) dengan rincian sebagai berikult): sejumiah

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp  4.009.331.169.223,00

b. Realisasi ‘ Rp  3.573.056.389.618,75
Selisih lebih/(kurang) (Rp 436.274.779.604,25)
(2) Selisih anggaran dengan- realisasi belanja sejumlah
(Rp516. 103.050.315,37) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp  4.117.510.420.191,37
b. Realisasi Rp  3.601.407.369.876,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 516.103.050.315,37)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi  surplus/defisit sejumlah
(Rp79.828.270.711,12) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp 108.179.250.968,37)
b. Realisasi (Rp 28.350.980.257,25)
Selisih lebih/(kurang) (Rp 79.828.270.711,12)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp29.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 123.179.250.968,37
b. Realisasi Rp 123.208.970.968,37
Selisih lebih /(kurang) Rp 29.720.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp3.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran  pembiayaan

setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 11.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 3.500.000.000,00)

{6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp3.529,720.000,00 dengan rincian sebagai berikut : -
a. Anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 108.179.250.968,37
b. Realisasi Rp 111.708.970.968,37
Selisih lebih/(kurang) Rp 3.529.720.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
aldo anggaran lebih akhir Rp 83.357.990.711,12
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Pasal 5

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢

a S
Neraca  °° @ er Tahun 2019 sebagai berikut:

per 31 Des
a. Jumlah aset Rp  7.388.243.974.872,26
RP 119.488.668.072,94

b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas dana Rp 7.268.755.306.799,32

Pasal 6

sional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d

Laporan Opera 1
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019

untuk tahun
sebagai berikut :
a. Pendapatan-LO Rp 3.580.056.783.571,62
b. Beban-LO RP 3.299.875.566.447,46
c. Surplus/Defisit dari
kegiatan non
operasional (Rp 4.919.280.432,64)
d. Surplus/Defisit dari
pos luar biasa (Rp 6.823.590.340,21)
SURPLUS/DEFISIT LO Rp 268.438.346.351,31
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai
berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp 123.192.406.084,37

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 674.929.090.383,04
¢. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 703.280.070.640,29)

d. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan (Rp 11.470.280.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp 8.726.422,00)
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 20 19 Rp 83.362.419.405,12

Pasal 8

s seagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)

Laporan Perubahan Ekuita
rakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019

huruf f untuk tahun yang be

sebagai berikut :
Ekuitas akhir Rp 7.268.755.306.799,32

Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggmgiawaban Pela}(sanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

10T OB

—R GTpmmeaf s

Lampiran 1
Lampiran L1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

LRA

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Rincia:n LRA menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan

Peraturan Bupati.
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Pasal 12
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sctiap'orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten
Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI DELI SERDANG

Dto
ASHARI TAMBUNAN
Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 25 Agustus 2020
- ARIS DAERAH
ﬁ DELI SERDANG
1:‘\

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor

Dipindai dengan CamScanner



